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SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BUTON SELATAN

66

TUNTASKAN AGE
FOKUS LEGISLASI,
DAN DORONG LIST

Pengawasan
merupakan amanat
konstitusi agar setiap
program pemerintah
benar-benar memberi
manfaat bagi
masyarakat.

Komitmen menghadirkan listrik
untuk Pulau Kadatua, Siompu,
dan Batuatas sebelum akhir
masa jabatan bupati.

BUT

€6

RIK PLTS DI Wi

ANGUNAN,
LAYAH KEPULAUAN

FOKUS UTAMA DPRD BUSEL

Pembahasan KUA-PPAS TA 2027,
KUA-PPAS Perubahan APBD 2026,
dan Rancangan Perda Perubahan
APBD 2026

Pengawasan ketat pembangunan
Kantor Bupati, realisasi anggaran,
dan capaian proyek

A

Dorong pembangunan PLTS untuk
+30 wilayah kepulauan yang belum
teraliri listrik

A

Perkuat fungsi representasi melalui
10-20 Rapat Dengar Pendapat (RDP)
tindak lanjuti aspirasi masyarakat

DASAR HUKUM:

+ UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

+ PP No. 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Buton Selatan memasuki masa sidang ketiga Tahun 2026 den-
gan memprioritaskan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027,
KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD 2026. Agenda tersebut dilaksanakan setelah
seluruh agenda masa sidang pertama berhasil dituntaskan sesuai ketentu-
an peraturan perundang-undangan.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Bu-
ton Selatan, La Ode
Nurunani, mengatakan
pembahasan ~ KUA-
PPAS masih berada

pada tahap persiapan
karena dokumen dari
pemerintah daerah
belum  disampaikan
secara resmi kepada
DPRD. Meski demiki-

an, rapat pendahulu-
an telah dilaksanakan
agar pembahasan
dapat segera dimulai
setelah dokumen diter-
ima. “Kami berharap

BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN
Lewat LANURI, Kepulauan Buton Dapat
Delapan Titik Layanan

VIRTUAL OFFICE
LAYANAN PE!

Laporan: Firman

JAKARTA, BP-
BPJS Kesehatan terus
memperkuat  pemer-
ataan layanan Program
Jaminan  Kesehatan
Nasional (JKN) den-
gan meluncurkan

-a
B

ViPLA &
2

program Layanan
Ujung Negeri (LANU-
RI) yang menyasar
wilayah terdepan,
terluar, dan terting-
gal (3T). Di wilayah
kerja BPJS Keseha-
tan Cabang Baubau,
program tersebut di-
wujudkan melalui

delapan titik layanan
yang tersebar di Kota
Baubau dan enam ka-
bupaten di Kepulauan
Buton.

Peluncuran LANU-
RI dilaksanakan secara
nasional pada Senin

Lanjut ke Hal: 7

Target selesai KUA-PPAS dan Perubahan
APBD paling lambat September 2026,
pembahasan RAPBD 2027 di Oktober ZOZGJ

Sejalan dengan SDGs Tujuan ke-7:

Energi bersih, terjangkau,
dan berkelanjutan untuk semua.

Buton Selatan. Secara
berkala,  pemerintah
daerah diminta men-
yampaikan  perkem-
bangan fisik pekerjaan,
realisasi anggaran, ser-
ta capaian proyek guna

pemerintah daerah
segera menyerahkan
dokumen KUA-PPAS
sehingga seluruh taha-
pan pembahasan dapat
berjalan sesuai jad-
wal,” ujar Nurunani

kepada Baubau Post, memastikan  seluruh
Senin (13/7/2026). proses pembangunan

Selain  menjalank- berlangsu‘r‘lg sesual
an fungsi legislasi dan ~fencana. Pengawasan
penganggaran, DPRD merupakan amanat

konstitusi yang harus

terus mengoptimalkan Y
dijalankan DPRD agar

fungsi  pengawasan
terhadap pembangu-
nan Kantor Bupati

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Sambut Tim
MA Tinjau Lokasi Penga-
dilan Agama Buton Tengah,

Laporan: Ardi

BUTON TEN-
GAH, BP- Mahkamah
Agung (MA) Repub-
lik Indonesia mene-
mpatkan  Pengadilan
Agama Buton Tengah
sebagai salah satu dari
12 pengadilan agama
baru yang menjadi pri-
oritas nasional. Komit-
men tersebut ditand-
ai dengan kunjungan
kerja tim gabungan

Operasional Kian Dekat
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MA, Badan Peradilan
Agama (Badilag),
Kementerian Pen-
dayagunaan Aparatur
Negara dan Reforma-
si Birokrasi (Kemen-
PAN-RB), serta Ke-
menterian Sekretariat
Negara ke Kabupaten
Buton Tengah, Jumat
(10/7/2026), untuk
meninjau kesiapan
operasional sekaligus

Lanjut ke Hal: 7

Kepala BKPSDM Buton
Selatan Jamaluddin Ungkap
Pengumuman Tiga Besar
Hasil Seleksi JPT Pratama
Masih Menunggu

Rekomendasi BKN

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP - Pemerin-
tah Kabupaten Bu

ton Selatan melaluge &

Badan Kepegawaian¥y

Pengembangan
Sumber Daya Manusia
(BKSDM) memasti-
kan pengumuman tiga
besar hasil Seleksi Ter-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serap Aspirasi
Petani Saat Tinjau Lahan di Puncak Wawoangi, Kaji
Usulan Jalan Tani, Sumur Bor, dan Bibit Kelapa Genjah

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP - Pemerin-
tah Kabupaten Bu-
ton Selatan mulai
memetakan  potensi
pengembangan  ka-
wasan pertanian di
Desa Wawoangi, Ke-
camatan Sampolawa,
setelah Bupati Buton
Selatan H. Muham-
mad Adios, S.Sos.,
M.B.A., meninjau
langsung lahan per-

bangunan  pertanian
disusun  berdasarkan

tanian milik warga
di kawasan Puncak
Wawoangi, Senin
(13/7/2026). Kunjun-
gan tersebut menjadi
bagian dari upaya pe-
merintah memastikan
setiap program pem-

kondisi riil di lapangan
dan kebutuhan mas-
yarakat.

Dalam peninjauan
itu, Bupati didampingi
Kepala Dinas Pertani-
an, Kepala Dinas Ko-
munikasi dan Informa-
tika, serta Kepala Desa

Wawoangi. Selain
melihat kondisi lahan,
rombongan juga men-
gidentifikasi  potensi
komoditas unggulan
yang dinilai mampu
meningkatkan  nilai
ekonomi masyarakat
apabila dikembangkan
secara berkelanjutan.
“Lahan yang terse-

dia memiliki potensi
untuk dikembangkan
menjadi kawasan bu-
didaya kelapa genjah
entok, alpukat mente-
ga, maupun tanaman
pisang yang memili-
ki nilai ekonomi bagi
masyarakat,” kata Bu-

Lanjut ke Hal: 7
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DPRD Buton Selatan Tuntaskan Agenda Masa
Sidang Pertama, Fokus Legislasi, Awasi
Pembangunan, dan Dorong Listrik PLTS
di Wilayah Kepulauan

setiap program pemer-
intah benar-benar mem-
berikan manfaat kepada
masyarakat,” katanya.
Perhatian DPRD juga
diarahkan pada pemer-
ataan pelayanan dasar,
khususnya akses listrik
di wilayah kepulauan.
Pemerintah Kabupaten
Buton Selatan saat ini
tengah mempersiapkan
pembangunan Pem-
bangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) melalui
koordinasi Bagian Per-
ekonomian Sekretariat
Daerah bersama PLN
dan kementerian ter-
kait. Sedikitnya sekitar
30 wilayah yang belum
menikmati layanan lis-
trik menjadi prioritas
dalam program tersebut.
“Pemerintah ingin mas-
yarakat di wilayah 3T
memperoleh pelayanan
kelistrikan yang sama
dengan masyarakat di
Batauga, = Sampolawa,
maupun  Lapandewa,”
ujar Nurunani.
Menurutnya, komit-
men tersebut sejalan
dengan target Bupati Bu-
ton Selatan untuk meng-
hadirkan listrik sebelum
masa jabatannya bera-
khir, terutama bagi mas-

yarakat di Pulau Kada-
tua, Pulau Siompu, dan
Pulau Batuatas. Selain
memperluas akses en-
ergi, pemerintah daerah
juga terus memperkuat
sektor pertanian melalui
perencanaan yang leb-
ih terarah agar mampu
meningkatkan produkti-
vitas dan kesejahteraan
masyarakat.

Di sisi lain, sepanjang
masa sidang pertama
DPRD telah menyele-
saikan seluruh tahapan
pembahasan  Laporan
Keterangan Pertanggu-
ngjawaban (LKPJ) Bu-
pati Buton Selatan, mulai
dari penyusunan jadwal
melalui Badan Musy-
awarah (Banmus), pen-
yampaian pidato pengan-
tar, pembahasan hingga
persetujuan DPRD. Hasil
pembahasan tersebut se-
lanjutnya  disampaikan
kepada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Teng-
gara sebagai wakil pe-
merintah pusat di daerah.
DPRD juga menuntaskan
pembahasan pertanggu-
ngjawaban pelaksanaan
APBD sesuai mekanisme
yang berlaku.

DPRD turut mem-
perkuat fungsi represen-
tasi melalui pelaksanaan

Rapat Dengar Pendapat
(RDP). Selama masa
sidang pertama, sekitar
10 hingga 20 RDP di-
gelar untuk menindak-
lanjuti berbagai aspirasi
masyarakat, mulai dari
persoalan  pendidikan,
pembebasan lahan hing-
ga pelayanan publik.
Bahkan, dalam beber-
apa kesempatan RDP
dilaksanakan dua kali
dalam sehari dengan
menghadirkan organisa-
si perangkat daerah ter-
kait, termasuk Dinas Pe-
rumahan dan Kawasan
Permukiman (Perkim).
“Banyak solusi yang
berhasil disepakati ber-
sama antara pemerintah
daerah dan masyarakat
melalui forum tersebut,”
ungkap Nurunani.
Secara historis, pen-
guatan fungsi legislasi,
penganggaran, dan pen-
gawasan DPRD merupa-
kan amanat reformasi
pemerintahan daerah
yang semakin diperkuat
melalui Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan
Daerah. Sementara itu,
pengelolaan  keuangan
daerah mengacu pada PP
Nomor 12 Tahun 2019
yang mengatur taha-

pan pembahasan KUA-
PPAS hingga APBD.
Di tingkat global, pe-
manfaatan energi surya
terus berkembang se-
bagai bagian dari agen-
da transisi energi yang
didorong  Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)
melalui Tujuan Pemba-
ngunan  Berkelanjutan
(Sustainable  Develop-
ment Goals/SDGs), khu-
susnya tujuan ketujuh
mengenai akses energi
yang bersih, terjangkau,
dan berkelanjutan.
Sesuai ketentuan PP
Nomor 12 Tahun 2019,
pembahasan KUA-
PPAS dan Perubahan
APBD ditargetkan ram-
pung paling lambat Sep-
tember 2026. Setelah
itu, DPRD Kabupaten
Buton Selatan akan me-
masuki tahapan pemba-
hasan Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2027
pada masa sidang Okto-
ber mendatang. DPRD
berharap seluruh agenda
tersebut dapat disele-
saikan tepat waktu se-
bagai bagian dari upaya
menjaga  kesinambun-
gan pembangunan dan
meningkatkan kualitas
pelayanan publik di Ka-
bupaten Buton Selatan.

*)

BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN Lewat LANURI,
Kepulauan Buton Dapat Delapan Titik Layanan

(13/7/2026).  Program
ini  mengintegrasikan
layanan administrasi
JKN melalui Virtual Of-
fice Layanan Informasi
dan Administrasi (VI-
OLA) berbasis video
conference serta layanan
jemput bola BPJS Ke-
liling, sehingga mas-
yarakat di daerah den-
gan keterbatasan akses
tetap dapat memperoleh
pelayanan secara mu-
dah.

Di wilayah Kepulau-
an Buton, satu unit BPJS
Keliling  ditempatkan
di Batalyon Infanteri
TP 823/Raja Wakaaka,
Kota Baubau, dan me-
layani 48 peserta. Se-
mentara itu, layanan
VIOLA dibuka di tujuh
puskesmas, yakni Pusk-
esmas Tiworo Tengah,
Kabupaten Muna Barat
sebanyak 20 peserta;
Puskesmas Waoleona,
Kabupaten Buton satu
peserta; Puskesmas La-
basa, Kabupaten Muna
13 peserta; Puskesmas
Tampara,  Kabupaten
Wakatobi 18 peserta;
Puskesmas Lapandewa,
Kabupaten Buton Sela-
tan 11 peserta; Puskes-
mas Talaga, Kabupaten
Buton Tengah 24 pe-

serta; serta Puskesmas
Soloy Agung, Kabupat-
en Buton Utara delapan
peserta.

Melalui layanan VI-
OLA, masyarakat dapat
berkomunikasi langsung
dengan petugas BPIJS
Kesehatan melalui vid-
eo conference untuk
mengurus administrasi
kepesertaan JKN, mem-
peroleh informasi, mau-
pun menyampaikan pen-
gaduan. Pelaksanaannya
didukung berbagai pe-
mangku kepentingan
daerah dengan meman-
faatkan fasilitas publik
seperti puskesmas, kan-
tor desa, kantor keca-
matan, hingga sekolah.

Direktur Utama BPJS
Kesehatan, Prihati Pu-
jowaskito, mengatakan
LANURI  merupakan
bagian dari implementa-
si Quick Wins 100 Hari
Kerja Direksi BPJS Kes-
chatan yang bertujuan
mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat di
wilayah dengan akses
terbatas.

“Optimalisasi ~ VI-
OLA dan BPJS Kelil-
ing merupakan wujud
implementasi Layanan
Ujung Negeri (LANU-

RI). Hari ini layanan
tersebut  dilaksanakan
serentak di 558 titik ka-
bupaten/kota di seluruh
Indonesia dengan mel-
ibatkan 126  Kantor
Cabang BPJS Keseha-
tan. Harapan kami, mas-
yarakat di wilayah ter-
pencil tetap memperoleh
akses layanan JKN yang
mudah,” ujar Prihati.

Ia menjelaskan,
layanan digital belum
dapat diterapkan  se-
cara optimal di seluruh
wilayah Indonesia
karena masih terdapat
kendala jaringan tele-
komunikasi, kondisi
geografis, serta rendahn-
ya literasi digital di se-
jumlah daerah. Oleh
karena itu, BPJS Kelil-
ing tetap menjadi solusi
pelayanan langsung bagi
masyarakat yang belum
terjangkau layanan dar-
ing. Secara nasional,
sepanjang Januari hing-
ga Mei 2026, layanan
VIOLA telah dimanfaat-
kan sebanyak 218.729
kali, dengan mayoritas
pengguna berasal dari
segmen Penerima Ban-
tuan [uran Jaminan Kes-
ehatan (PBI JK).

Prihati  juga men-

gungkapkan capaian
Quick Wins 100 Hari
Kerja Direksi BPJS Kes-
ehatan telah mencapai
91,53 persen. Program
tersebut berfokus pada
peningkatan kualitas
pelayanan peserta JKN
melalui berbagai inovasi
serta penguatan siner-
gi dengan kementerian,
lembaga, dan pemerintah
daerah.

Deputi Bidang
Pengembangan  Usaha
Koperasi  Kementerian
Koperasi, Panel Barus,
mengapresiasi  inovasi
BPJS Kesehatan terse-
but dan menilai jaringan
Koperasi Desa Merah
Putih berpotensi menja-
di mitra strategis dalam
mendukung layanan VI-
OLA maupun BPJS Ke-
liling. Dukungan serupa
juga disampaikan Kepa-
la Pusat Kesehatan TNI,
dr. Hadi Juanda, yang
menyatakan TNI siap
mendukung pelaksanaan
LANURI melalui fasili-
tas kesehatan milik TNI,
kapal rumah sakit, tenaga
kesehatan, serta sekitar
76 ribu personel Babinsa
agar akses layanan JKN
semakin merata hingga
pelosok negeri.(*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serap Aspirasi
Petani Saat Tinjau Lahan di Puncak Wawoangi, Kaji
Usulan Jalan Tani, Sumur Bor, dan Bibit Kelapa Genjah

pati H. Muhammad Adi-
os saat berdialog dengan
warga di lokasi penin-
jauan.

Pada kesempatan
tersebut, warga menyam-
paikan sejumlah kebutu-
han yang dinilai penting

untuk mendukung pen-
ingkatan  produktivitas
pertanian. Aspirasi yang
disampaikan ~ melipu-
ti bantuan bibit kelapa
genjah entok, pemban-
gunan sumur bor sebagai
sumber air pertanian,

serta pembangunan jalan
tani guna memperlancar
aktivitas petani dan dis-
tribusi hasil panen.
Menanggapi  berb-
agai usulan itu, Bupati
menegaskan pemerintah
daerah akan mengkaji

seluruh aspirasi sesuai
mekanisme yang ber-
laku serta mempertim-
bangkan  kemampuan
keuangan daerah. “Se-
tiap usulan masyarakat
akan kami pelajari ber-
dasarkan kebutuhan di

KUMPULAN SAMBUNGAN BERITA

( Kamis, 16 Juli 2026

Bupati Azhari Sambut Tim MA Tinjau
Lokasi Pengadilan Agama Buton Tengah,
Operasional Kian Dekat

lokasi pembangunan gedung permanen

pengadilan tersebut.

Kepala Biro Perencanaan dan Or-
ganisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI, Sahwan, S.H.,
M.H., menegaskan bahwa percepatan
pembentukan Pengadilan Agama Buton
Tengah merupakan bagian dari agen-
da nasional dalam memperluas akses
layanan peradilan. “Pengadilan Agama
Buton Tengah merupakan salah satu dari
12 pengadilan agama baru yang menja-
di prioritas nasional,” ujar Sahwan saat
melakukan visitasi bersama rombongan.

Tim yang dipimpin Kepala Biro Pe-
rencanaan Mahkamah Agung RI itu
diterima langsung Bupati Buton Tengah,
Dr. Azhari, S.STP., M.Si., di Rumah Ja-
batan Bupati. Selanjutnya, rombongan
meninjau gedung sementara Pengadilan
Agama di Kelurahan Lakudo serta lahan
pembangunan kantor permanen di Kom-
pleks Perkantoran Labungkari yang tel-
ah memiliki sertifikat atas nama Penga-
dilan Agama Buton Tengah.

Bupati Azhari menyatakan Pemerin-
tah Kabupaten Buton Tengah siap men-
dukung seluruh kebutuhan operasion-
al awal hingga pembangunan gedung
permanen dapat direalisasikan. “Kami
berkomitmen memberikan dukungan
penuh agar Pengadilan Agama segera
beroperasi sehingga pelayanan hukum
semakin mudah dijangkau masyarakat,”

kata Azhari.

Menurut Azhari, kehadiran Penga-
dilan Agama akan memangkas waktu
dan biaya masyarakat yang selama ini
harus bepergian ke kabupaten lain untuk
menyelesaikan perkara yang menjadi
kewenangan peradilan agama. “Mas-
yarakat Buton Tengah membutuhkan

buka Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) Pratama
belum dapat dilakukan

karena masih menunggu
rekomendasi dari Badan
Kepegawaian ~ Negara
(BKN).

Pelaksana Tugas
(PIt.) Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BK-

PSDM) Kabupaten Bu-
ton Selatan Ahmad Ja-
maluddin, S.H.,, M.H.,
mengatakan mekanisme
tersebut merupakan ba-
gian dari prosedur yang
telah ditetapkan dalam
pelaksanaan seleksi ter-
buka jabatan pimpinan
tinggi.

Menurutnya, sesuai
dengan standar opera-
sional prosedur (SOP)
yang berlaku di BKN,
hasil seleksi berupa tiga

layanan hukum yang dekat, cepat, dan

berkeadilan,” ujarnya.

tersebut.
Secara

Selain memeriksa kesiapan Pen-
gadilan Agama,
Agung juga meninjau lahan yang
diproyeksikan sebagai lokasi pem-
bangunan Pengadilan Negeri Buton
Tengah. Pemerintah daerah bahkan
menyiapkan
tuk menghadirkan Kantor Kejaksaan
Negeri Buton Tengah sebagai bagian
dari penguatan sistem penegakan hu-
kum di daerah.

Kunjungan tersebut dihadiri Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi
Tenggara, para Ketua Pengadilan Ag-
ama dari Buton, Baubau, dan Muna,
perwakilan Pengadilan Negeri Baubau
dan Buton, Asisten Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton Utara, serta jajaran
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Sinergi antarlembaga dinilai menjadi
faktor penting dalam mempercepat
operasional lembaga peradilan baru

tim Mahkamah

langkah lanjutan un-

historis, pembentukan

pengadilan baru merupakan kebi-
jakan yang terus dilakukan Mahka-
mah Agung sejak era reformasi guna
memperluas akses terhadap keadilan,
terutama di daerah hasil pemekaran.
Di tingkat internasional, prinsip ac-
cess to justice juga menjadi bagian
dari Sustainable Development Goals

(SDGs) Tujuan 16 yang menekankan

pentingnya lembaga peradilan yang
efektif, akuntabel, dan mudah diakses
oleh seluruh masyarakat. Kehadiran
Pengadilan Agama Buton Tengah di-
harapkan menjadi bagian dari upaya
mewujudkan pelayanan hukum yang
lebih cepat, efektif, dan berkeadilan

bagi warga di wilayah tersebut.(*)

Kepala BKPSDM Buton Selatan
Jamaluddin Ungkap Pengumuman Tiga
Besar Hasil Seleksi JPT Pratama Masih

Menunggu Rekomendasi BKN

nama peserta dengan
nilai terbaik baru dapat
diumumkan setelah Pe-
merintah Kabupaten
Buton Selatan menerima
rekomendasi resmi dari
Badan Kepegawaian
Negara.

“Pengumuman  tiga
besar akan dilakukan
setelah kami menerima
rekomendasi hasil dari
Badan Kepegawaian
Negara. Saat ini kami
masih menunggu hasil
tersebut,” ujar Ahmad
Jamaluddin pada me-
dia Baubau Post, Senin
(13/7/2026).

Ia menjelaskan,
seluruh tahapan seleksi
yang telah dilaksanakan
oleh panitia seleksi akan
diproses sesuai ketentu-
an yang berlaku. Setelah
rekomendasi dari BKN
diterbitkan, pemerintah
daerah akan segera men-

yampaikan hasil selek-
si kepada publik sesuai
mekanisme yang telah
ditetapkan.

BKSDM memastikan
seluruh proses Seleksi
Terbuka JPT Pratama di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Sela-
tan dilaksanakan secara
transparan, objektif, dan
mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur
manajemen  Aparatur
Sipil Negara (ASN).

Pemerintah ~ Kabu-
paten Buton Selatan
mengimbau seluruh pe-
serta seleksi untuk ber-
sabar menunggu proses
administrasi di  BKN
selesai.  Pengumuman
resmi akan disampaikan
setelah rekomendasi
diterima oleh pemerin-
tah daerah.(*)

lapangan, skala prioritas,
dan kemampuan ang-
garan yang tersedia,”
ujarnya.

Menurut Adios, kun-
jungan lapangan men-
jadi langkah penting
agar setiap kebijakan
pembangunan tidak ha-
nya disusun berdasarkan
laporan administrasi,
tetapi juga berdasarkan
fakta yang ditemui se-
cara langsung. “Pemba-
ngunan akan lebih tepat
sasaran apabila diawali
dengan melihat langsung
kondisi masyarakat dan
potensi yang dimiliki
daerah,” katanya.

Penguatan sektor
pertanian ~ merupakan
salah satu strategi yang
terus didorong pemer-

intah di berbagai daer-
ah Indonesia. Sejak pe-
merintah melaksanakan
program penguatan
ketahanan pangan na-
sional dalam beberapa
tahun terakhir, daerah
didorong mengembang-
kan komoditas unggulan
berbasis potensi lokal
untuk meningkatkan kes-
ejahteraan petani seka-
ligus memperkuat keter-
sediaan pangan nasional.

Secara internasional,
Organisasi Pangan dan
Pertanian  Perserikatan
Bangsa-Bangsa (FAO)
juga menekankan bahwa
pengembangan pertani-
an berkelanjutan harus
didukung oleh infrastruk-
tur dasar, akses air, benih
unggul, dan keterlibatan

pemerintah daerah da-
lam perencanaan pem-
bangunan. Pendekatan
tersebut dinilai mampu
meningkatkan produkti-
vitas sekaligus menjaga
keberlanjutan sektor per-
tanian di tengah peruba-
han iklim.

Melalui  peninjau-
an langsung di Desa
Wawoangi, Pemerintah

Kabupaten Buton Sela-
tan berharap pengem-
bangan komoditas ung-
gulan yang disesuaikan
dengan karakteristik la-
han dapat membuka pe-
luang ekonomi baru bagi
masyarakat  sekaligus
memperkuat sektor per-
tanian sebagai salah satu
penopang pembangunan
daerah.(*)
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DPR Restui Dana Awal Rp4 Triliun
untuk Amankan Pelaksanaan Haji 2027

Raker Komisi VIII DPR dengan Menteri Haji dan Umrabh.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-
Komisi VIII DPR
RI menyetujui
pembayaran uang
muka layanan ten-
da untuk penye-
lenggaraan ibadah
haji 2027 sebesar
Rp4,07 triliun. Per-
setujuan  tersebut
menjadi  langkah
pemerintah  untuk
memastikan Indo-
nesia tetap mem-
peroleh  layanan
dan kuota jemaah
haji setelah pemer-
intah Arab Saudi
menetapkan batas
waktu pembayaran
komitmen awal.

Keputusan itu
diambil dalam ra-
pat kerja Komisi
VIII DPR bersama
Menteri Haji dan
Umrah Mochamad
Irfan Yusuf ser-
ta Kepala Badan
Pengelola Keuan-
gan Haji (BPKH)
Fadlul Imansyah di
Kompleks Parlem-
en, Jakarta, Selasa
(14/7).

Dana yang
disetujui  tersebut
akan digunakan un-
tuk membayar uang
muka penyediaan
tenda bagi jemaah
haji Indonesia di
kawasan layanan
haji Arab Saudi.
Pembayaran awal
menjadi salah satu
persyaratan dalam
sistem penyeleng-
garaan haji yang
diterapkan pemer-
intah Arab Sau-
di kepada nega-
ra-negara pengirim
jemaabh.

Ketua  Komisi
VIII DPR RI Mar-
wan Dasopang
mengatakan, per-
setuyjuan  pemba-
yaran  dilakukan

setelah  mempertimbangkan
kebutuhan pelayanan jemaah
serta batas waktu yang telah
ditentukan oleh pihak Arab
Saudi.

“Komisi VIII DPR RI
menyetujui kebutuhan trans-
fer vang muka terkait biaya
tenda sebesar 858.743.189
Riyal Arab Saudi dan 64
halala. Ekuivalen dengan
Rp4.007.471.080.797,” kata
Marwan.

Menteri Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf men-
jelaskan, pembayaran tersebut
harus segera direalisasikan
karena batas waktu yang
diberikan pemerintah Arab
Saudi akan berakhir pada
Rabu (15/7). Menurut dia,
pembayaran bukan sekadar
kewajiban administratif, me-
lainkan bentuk kepastian kei-
kutsertaan Indonesia dalam
penyelenggaraan haji tahun
berikutnya.

“Pola yang dilakukan oleh
pemerintah  Saudi, pemba-
yaran ini dianggap sebagai
bagian kepastian bahwa kita
akan ikut mengirim jemaah
haji tahun depan,” ujar Irfan.

Ia menyebutkan, keterlam-
batan pembayaran dapat me-
nimbulkan konsekuensi se-
rius terhadap keberangkatan
jemaah Indonesia. Pemerin-
tah Arab Saudi memiliki ke-
wenangan untuk mengalihkan
kesempatan negara yang tidak
memenuhi  komitmen awal
kepada negara lain.

“Jika pembayaran tidak
dilakukan sesuai tenggat, pe-
merintah Saudi dapat memu-
tuskan negara tersebut tidak
mengirim jemaah haji tahun
depan,” kata Irfan.

Menurut Irfan, sistem terse-
but merupakan mekanisme
yang telah berjalan dalam
tata kelola penyelenggaraan
haji internasional. Setiap neg-
ara pengirim jemaah harus
memberikan kepastian agar
layanan akomodasi, transpor-
tasi, dan fasilitas pendukung
dapat dipersiapkan lebih awal.

Ia menambahkan, apabi-
la terdapat negara lain yang
belum memenuhi kewajiban

pembayaran, Indonesia juga
memiliki peluang mendapa-
tkan tambahan layanan atau
slot kuota melalui mekanisme
yang berlaku.

“Jika ada slot negara lain
yang selama ini kita anggap
baik dan negara lain belum ba-
yar, kita akan menggunakan
slot negara lain. Itu pola per-
mainan yang ada di haji,”
jelasnya.

Secara historis, Indone-
sia merupakan negara dengan
jumlah jemaah haji terbesar di
dunia. Sejak penyelenggaraan
haji modern berkembang pada
abad ke-20, pemerintah Indo-
nesia terus melakukan penye-
suaian sistem pengelolaan haji
untuk menjamin keberangka-
tan dan pelayanan jutaan umat
Muslim setiap tahun.

Dalam sejarah nasional,
pengelolaan haji  Indonesia
mengalami perubahan besar
setelah pemerintah memben-
tuk Badan Pengelola Keuan-
gan Haji (BPKH) melalui Un-
dang-Undang Nomor 34 Tahun
2014. Lembaga tersebut memi-
liki tugas mengelola keuangan
haji secara transparan dan pro-
fesional untuk mendukung ke-
berlanjutan penyelenggaraan
ibadah haji.

Di tingkat global, penye-
lenggaraan haji menjadi salah
satu kegiatan keagamaan ter-
besar di dunia yang melibatkan
jutaan manusia dari berbagai
negara. Pemerintah Arab Saudi
dalam beberapa dekade tera-
khir terus memperkuat sistem
manajemen haji melalui pem-
bangunan infrastruktur, digital-
isasi layanan, dan pengaturan
kerja sama dengan negara-neg-
ara pengirim jemaabh.

Persetujuan DPR terhadap
pembayaran uang muka terse-
but diharapkan memperlancar
seluruh tahapan persiapan haji
2027. Pemerintah memastikan
proses pembayaran dan koor-
dinasi dengan otoritas Arab
Saudi akan dilakukan sesuai
ketentuan agar hak pelayanan
jemaah Indonesia tetap terjaga.

(*)
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DPR Pastikan RUU Perampasan Aset
Berjalan, Target Rampung pada 2026

Laporan: Radit

JAKARTA, BP-
Dewan  Perwakilan
Rakyat (DPR) RI me-
mastikan ~ pembaha-
san Rancangan Un-
dang-Undang (RUU)
Perampasan Aset tetap
berjalan dan menjadi
salah satu agenda pri-
oritas legislasi nasion-
al. DPR menegaskan
tidak pernah mengam-
bil sikap untuk meno-
lak pembahasan regu-
lasi tersebut, sekaligus
membantah informasi
yang berkembang di
media sosial.

Pimpinan DPR
menyebut RUU Per-
ampasan Aset telah
masuk dalam Program
Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas
2026. Saat ini, pros-
es penyusunan reg-
ulasi tersebut masih
berlangsung melalui
Komisi III DPR den-
gan melibatkan berb-
agai masukan dari
masyarakat dan pe-
mangku kepentingan.

Ketua Komisi III
DPR RI Habiburo-
khman mengatakan pi-
haknya telah melaku-
kan rapat internal guna
membahas  langkah
percepatan penyelesa-
ian RUU Perampasan
Aset. Menurutnya, isu
yang menyebut DPR
sengaja memperlam-
bat pembahasan tidak
memiliki dasar.

“Ini jauh lebih ban-
yak daripada pemba-
hasan undang-undang
yang lain, kalau dalam
kurun waktu hanya
dua sampai tiga ming-
gu kemarin,” kata
Habiburokhman.

Ia menjelaskan,
Komisi III saat ini ma-
sih melakukan tahapan
penyerapan  aspirasi
publik sebagai bagian
dari mekanisme peny-
usunan  undang-un-
dang. Menurut dia,
proses tersebut pent-
ing agar aturan yang
nantinya disahkan ti-
dak hanya cepat, tetapi
juga memiliki kualitas
dan mendapat dukun-
gan masyarakat.

Wakil Ketua DPR
RI Sari Yuliati sebel-
umnya juga menegas-
kan bahwa DPR tidak
pernah menolak pem-
bahasan RUU Peram-
pasan Aset. la men-
yampaikan klarifikasi
tersebut dalam Rapat
Paripurna DPR untuk
merespons kabar yang
beredar luas di media
sosial.

“Sehubungan den-
gan beredarnya di me-
dia sosial, berita yang
tidak benar atau berita
bohong yang menya-
takan bahwa DPR RI
menolak  pembaha-

san RUU Perampasan
Aset,” ujar Sari saat
membuka Rapat Par-
ipurna DPR, Selasa

(14/7).
Sari menjelaskan,
posisi RUU Peram-

pasan Aset saat ini
masih berada dalam
tahap penyusunan dan
penghimpunan  ma-
sukan publik. Komi-
si III DPR, kata dia,
berupaya menjalank-
an prinsip partisipasi
publik yang bermakna
atau meaningful par-
ticipation dalam pros-
es legislasi.

Wakil Ketua DPR
RI dari Fraksi NasDem
Saan Mustopa men-
yatakan lembaganya
memiliki target agar
pembahasan RUU Per-
ampasan Aset dapat
selesai pada tahun ini.
[a menilai keberadaan
regulasi tersebut pent-
ing sehingga harus
menjadi perhatian ber-
sama.

“In1 kan prioritas
di tahun 2026. Dan
tentu karena ini pri-
oritas 2026, kita akan
berupaya  maksimal
di tahun ini kita sele-
saikan,” kata Saan.

Menurut Saan, per-
cepatan pembahasan
tetap harus berjalan
dengan membuka ru-
ang keterlibatan mas-
yarakat. DPR ingin
memastikan setiap
substansi dalam RUU
tersebut dapat dikaji
secara komprehensif
sebelum  memasuki
tahap  pengambilan
keputusan.

Habiburokhman
juga menilai pemba-
hasan RUU Peram-
pasan Aset berpotensi
berjalan lebih cepat
karena merupakan
usul inisiatif DPR.
Mekanisme tersebut,
menurut dia, berbeda
apabila rancangan un-
dang-undang berasal
dari pemerintah yang
membutuhkan peny-
usunan daftar inventa-
risasi masalah (DIM)
dari seluruh fraksi
DPR.

“Kalau menjadi
usul pemerintah, maka
akan ~ menimbulkan
banyak sekali DIM,
delapan kali lipat dari-
pada apabila diusulkan
oleh DPR,” ujar Habi-
burokhman.

RUU Perampasan
Aset menjadi salah
satu regulasi yang tel-
ah lama mendapat per-
hatian publik karena
berkaitan dengan upa-
ya negara mengambil
kembali aset yang ber-
asal dari tindak pidana.
Gagasan  mengenai
aturan tersebut men-
guat seiring mening-
katnya tuntutan mas-
yarakat terhadap

pemberantasan  ko-
rupsi dan kejahatan
ekonomi.

Secara histo-
ris, Indonesia telah
memiliki sejum-
lah aturan menge-
nai penyitaan dan
pengembalian  aset
hasil kejahatan, sep-
erti Undang-Undang
Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korup-
si serta mekanisme
penyitaan dalam
hukum pidana. Na-
mun, penguatan
aturan khusus men-
genai  perampasan
aset dinilai diper-
lukan agar negara
memiliki instrumen
hukum yang lebih
efektif.

D1 tingkat inter-
nasional, sejumlah
negara telah lama
menerapkan ~ me-
kanisme asset recov-
ery untuk mengejar
aset hasil tindak pi-
dana. Amerika Ser-
ikat, Inggris, dan
Australia, misaln-
ya, memiliki sistem
hukum yang me-
mungkinkan negara
menyita aset tertentu
meskipun proses pi-
dana masih berjalan
dengan mekanisme
yang telah diatur.

Konsep peram-
pasan aset juga
menjadi bagian dari
agenda global pem-
berantasan korupsi
melalui  Konvensi
Perserikatan Bang-
sa-Bangsa Melawan
Korupsi atau United
Nations Convention
Against Corruption
(UNCAC) yang dia-
dopsi pada 2003 dan
telah diratifikasi In-
donesia melalui Un-
dang-Undang No-
mor 7 Tahun 2006.

Dengan masukn-
ya RUU Perampas-
an Aset dalam Prole-
gnas Prioritas 2026,
DPR  menyatakan
komitmennya  un-
tuk menyelesaikan
pembahasan secara
terbuka dan meli-
batkan masyarakat.
Regulasi  tersebut
diharapkan mampu
memperkuat sistem
hukum nasional da-
lam mencegah serta
menindak  kejaha-
tan yang merugikan
negara.

Hingga kini, DPR
masih melanjutkan
proses penyusunan,
pengumpulan aspi-
rasi, dan pembaha-
san substansi RUU
sebelum memasuki
tahap berikutnya da-
lam proses legislasi
nasional.(*)
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Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong
Tiga Makam Sultan Buton Berstatus

Laporan: Mashuri

BAUBAU, BP-
Menteri Kebudayaan
Fadli Zon mendorong
penetapan tiga makam
Sultan Buton di Kota
Baubau, Sulawe-
si Tenggara, sebagai
Cagar Budaya Nasion-
al. Usulan tersebut di-
harapkan memperkuat
perlindungan terhadap
warisan sejarah Kes-
ultanan Buton seka-
ligus  meningkatkan
nilai kawasan Benteng
Wolio sebagai destina-
si sejarah dan budaya
bertaraf nasional.

Dorongan itu dis-
ampaikan Fadli Zon
saat melakukan kun-
jungan kerja ke ka-
wasan Keraton Buton,
Minggu (12/7/2026).
Dalam kunjungan
tersebut, ia didampin-
gi Gubernur Sulawesi
Tenggara Andi Su-
mangerukka, Wali
Kota Baubau Yusran
Fahim, serta Wakil
Wali Kota Baubau Wa
Ode Hamsinah Bolu.

Tiga situs yang
diusulkan  memper-
oleh status Cagar Bu-
daya Nasional meli-
puti makam Sultan
Murhum sebagai Sul-
tan Buton pertama,
makam Sultan Hi-
mayatuddin Muham-
mad Saidi atau Oputa
Yi Koo yang merupa-
kan Sultan Buton ke-
20, serta makam La
Maani atau Oputa Ka-
bumbu Malanga yang
menjabat sebagai Sul-
tan Buton ke-22.

Menurut Fadli Zon,
keberadaan Benteng
Kesultanan Buton
yang telah lebih da-
hulu berstatus Cagar
Budaya Nasional men-
jadi landasan kuat un-
tuk memperluas per-
lindungan  terhadap
situs-situs  bersejarah
lain di kawasan terse-
but.

“Benteng Kesultan-
an Buton telah menja-
di Cagar Budaya Nasi-
onal. Karena itu, kami
berharap tiga makam
Sultan Buton juga
dapat segera memper-

oleh status yang sama
sebagai bagian dari
upaya pemajuan kebu-
dayaan nasional,” kata
Fadli Zon.

Ia menegaskan pe-
lestarian budaya tidak
boleh berhenti pada
aspek  perlindungan
fisik semata. Pemer-
intah, kata dia, harus
mengembangkan pe-
manfaatan, pembi-
naan, serta konservasi
secara berkelanjutan
agar warisan budaya
mampu memberikan
manfaat bagi gener-
asi sekarang maupun
mendatang.

“Pelindungan  ha-
rus berjalan beriringan
dengan  pengemban-
gan, pemanfaatan, dan
pembinaan. Semua itu
membutuhkan sinergi
antara pemerintah pu-
sat, pemerintah daer-
ah, dan seluruh pe-
mangku kepentingan,”
ujarnya.

Dalam agenda yang
sama, Fadli Zon bersa-
ma Gubernur Sulawesi
Tenggara juga berzi-
arah ke makam Sultan
Murhum.  Kegiatan
tersebut menjadi ben-
tuk penghormatan ter-
hadap tokoh penting
yang meletakkan dasar
berdirinya Kesultanan
Buton sekaligus mem-
pertegas komitmen pe-
merintah dalam men-
jaga nilai-nilai sejarah
bangsa.

Ia menilai kom-
pleks Benteng Kesul-
tanan Buton merupa-
kan aset budaya yang
memiliki arti strate-
gis, bukan hanya bagi
masyarakat  Sulawe-
si Tenggara, tetapi
juga bagi Indonesia.
Menurutnya, penataan
kawasan yang semakin
baik akan memperkuat
daya tarik wisata se-
jarah, wisata budaya,
hingga wisata kuliner
yang dimiliki Baubau.

“Kawasan ini mer-
upakan  kebanggaan
bangsa. Dengan pe-
nataan yang semakin
baik, saya optimistis
akan semakin banyak
wisatawan  domestik
maupun mancanegara

Cagar Budaya Nasmnal

datang untuk mempe-
lajari sejarah sekaligus
menikmati  kekayaan
budaya Buton,” ujar
Fadli.

Benteng Kesultan-
an Buton atau Benteng
Wolio sendiri merupa-
kan salah satu ben-
teng terluas dan paling
bersejarah di Nusan-
tara. Berdasarkan
catatan sejarah, ben-
teng sepanjang sekitar
2,75 kilometer terse-
but mulai dibangun
pada abad ke-16 pada
masa  pemerintahan
Sultan Buton ke-3,
La Sangaji, kemudian
disempurnakan pada
masa Sultan Buton ke-
4.

Keunikan benteng
ini terletak pada pros-
es pembangunannya
yang dilakukan secara
gotong royong oleh
masyarakat Buton
menggunakan  batu
karang dan kapur lo-
kal. Benteng yang
memiliki 12 pintu ger-
bang (lawa) dan 16
bastion tersebut tidak
dibangun oleh kolo-
nial Belanda maupun

Portugis, sehingga
menjadi  salah satu
simbol  kemandirian
masyarakat Nusantara
dalam  membangun
sistem pertahanan ker-
ajaan.

Secara historis, Ke-
sultanan Buton mer-
upakan salah satu ker-
ajaan maritim terbesar
di kawasan timur In-
donesia yang berkem-
bang sejak abad ke-16.
Kesultanan ini dikenal
memiliki sistem pe-
merintahan yang maju
melalui  Undang-Un-
dang Martabat Tujuh,

sebuah tata kelola
pemerintahan  yang
menjadi pedoman

penyelenggaraan neg-
ara pada masanya. Ke-
sultanan Buton juga
menjalin ~ hubungan
diplomatik dengan Ke-
sultanan Ternate, Kes-
ultanan Gowa, hingga
pemerintah  kolonial
VOC dalam menjaga
stabilitas perdagangan
di kawasan timur Nu-
santara.

Dalam konteks
nasional, pelestarian
cagar budaya mem-
peroleh penguatan
setelah lahirnya Un-
dang-Undang Nomor
11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya yang
menegaskan  pentin-
gnya  perlindungan,
pengembangan, dan
pemanfaatan warisan
budaya sebagai iden-
titas bangsa. Sejak itu,
berbagai situs berseja-
rah di Indonesia terus
didorong memperoleh
status cagar budaya
sebagai bagian dari
pembangunan  kebu-
dayaan nasional.

Secara internasion-
al, upaya pelestarian
situs sejarah sejalan
dengan Konvensi UN-
ESCO 1972 tentang
Perlindungan ~ Wari-
san Budaya dan Alam
Dunia yang menem-
patkan warisan budaya
sebagai aset peradaban
manusia yang wajib
dijaga secara berke-
lanjutan. Meskipun
Benteng Wolio be-
lum berstatus Wari-
san Dunia UNESCO,
nilai sejarah, arsitek-
tur, serta perannya
dalam perkemban-
gan peradaban mari-
tim Nusantara dinilai
menjadi modal
penting untuk terus
diperkenalkan kepa-
da masyarakat inter-
nasional.

Dengan  doron-
gan penetapan tiga
makam Sultan Bu-
ton sebagai Cagar
Budaya  Nasional,
pemerintah berharap
kawasan = Benteng
Kesultanan  Buton
semakin utuh se-
bagai lanskap seja-
rah yang merekam
perjalanan panjang

peradaban  Buton.
Langkah  tersebut
juga diharapkan

mampu memperkuat
identitas budaya In-
donesia  sekaligus
meningkatkan kon-
tribusi sektor pari-
wisata berbasis se-
jarah di Sulawesi
Tenggara.(*)
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Liangkobori Menuju Cagar Budaya Nasi-
onal, Metanduno Dlusulkan ke UNESCO

Laporan: Mashuri

MUNA, BP- Pemer-
intah Indonesia akan
menetapkan  kawasan
Gua Liangkobori di Ka-
bupaten Muna, Sulawe-
si Tenggara, sebagai
Cagar Budaya Nasi-
onal. Pada saat yang
sama, Gua Metanduno
disiapkan untuk diu-
sulkan sebagai Wari-
san Dunia UNESCO
setelah penemuan luki-
san cadas berusia seki-
tar 67.800 tahun yang
mendapat  pengakuan
internasional.  Kepas-
tian tersebut disam-
paikan Menteri Kebu-
dayaan RI, Fadli Zon,
saat membuka Festival
Liangkobori IV Tahun
2026 di Desa Liangko-
bori, Kecamatan Lohia,
Kabupaten Muna, Sab-
tu (11/7/2026).

Pengumuman  itu
menjadi tonggak baru
bagi pelestarian wari-
san budaya Indonesia
sekaligus memperkuat
posisi Kabupaten Muna
sebagai salah satu ka-
wasan penting dalam
sejarah peradaban ma-
nusia. Pemerintah me-
nilai pengakuan dunia
terhadap situs prasejar-
ah tersebut harus diiku-
ti dengan langkah per-
lindungan yang lebih
komprehensif melalui
penetapan status cagar
budaya nasional.

Festival Liangkobori
IV yang menjadi mo-
mentum pengumuman
tersebut turut dihadi-
ri Gubernur Sulawesi
Tenggara Andi Suman-
gerukka, Wakil Menteri
Dalam Negeri, Anggota
DPD RI Daerah Pemili-
han Sulawesi Tenggara,
Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Ke-
mendagri, Direktur Jen-
deral Pelindungan Ke-
budayaan dan Tradisi
Kementerian Kebu-
dayaan, Ketua DPRD
Sultra, jajaran Forkop-
imda Sultra, Penjabat
Sekretaris Daerah Sul-
tra, Bupati dan Wakil
Bupati Muna, serta
unsur pemerintah dan
masyarakat Kabupaten
Muna.

Menurut Fadli Zon,
penetapan status cagar
budaya nasional mer-
upakan tindak lanjut
dari hasil penelitian il-
miah yang dilakukan
Badan Riset dan Ino-
vasi Nasional (BRIN)
bersama Griffith Uni-
versity Australia den-
gan dukungan Balai Pe-

lestarian Kebudayaan.
Penelitian tersebut di-
publikasikan dalam jur-
nal ilmiah Nature pada
22 Januari 2026 dan
menjadi rujukan pent-
ing dalam dunia arke-
ologi.

“Tahun 2026 menja-
di tonggak sejarah bagi
Muna, Indonesia, dan
ilmu pengetahuan dunia
dengan ditemukannya
lukisan cadas di Liang
Metanduno yang beru-
sia setidaknya 67.800
tahun,” ujar Fadli Zon
dalam sambutannya.

Ia menjelaskan,
temuan tersebut kemu-
dian diverifikasi Guin-
ness World Records
pada 26 Mei 2026 se-
bagai lukisan tertua di
dunia dalam kategori
seni nonfiguratif. Pen-
gakuan itu memperkuat
posisi Indonesia se-
bagai salah satu pusat
perkembangan seni dan
budaya manusia pur-
ba yang memiliki arti
penting bagi sejarah
peradaban dunia.

Dengan penetapan
status cagar budaya
nasional, pengelolaan
dan pengembangan ka-
wasan Gua Metanduno
akan berada di bawah
tanggung jawab Ke-
menterian Kebudayaan.
Pemerintah juga akan
melanjutkan penelitian
terhadap berbagai luki-
san cadas di kawasan
Liangkobori,  seperti
gambar layang-layang,
perahu, binatang, hing-
ga aktivitas berburu
yang diyakini menyim-
pan informasi penting
mengenai  kehidupan
masyarakat prasejarah.

“Protection-First,
Science-Led, dan Com-
munity-Based  harus
menjadi dasar dalam
setiap langkah pengelo-
laan kawasan ini,” kata
Fadli Zon. Menurutnya,
perlindungan situs ha-
rus didahulukan sebe-
lum promosi, seluruh
kebijakan wajib ber-
basis data ilmiah, dan
masyarakat harus men-
jadi garda terdepan da-
lam menjaga sekaligus
memperoleh  manfaat
ekonomi dari warisan
budaya tersebut.

Selain itu, Menteri
Kebudayaan mengin-
gatkan pentingnya mit-
igasi terhadap ancaman
kerusakan situs akibat
perubahan iklim mau-
pun aktivitas manusia.
“Pengaturan kunjungan
harus dilakukan secara

ketat agar kelestarian
situs tetap terjaga bagi
generasi mendatang,”
tegasnya.

Gubernur Sulawesi
Tenggara Andi Suman-
gerukka menyampaikan
apresiasi atas perhatian
pemerintah pusat terh-
adap kekayaan budaya
daerahnya.  “Warisan
budaya ini merupakan
aset bangsa yang ha-
rus kita jaga bersama.
Pelestariannya  mem-
butuhkan sinergi pe-
merintah, akademisi,
pelaku budaya, media,
komunitas, dan seluruh
masyarakat agar mem-
berikan manfaat bagi
kesejahteraan,” ujarn-
ya.

Secara historis, In-
donesia telah lama
menjadi salah satu pu-
sat penelitian arkeologi
dunia. Sebelum pene-
muan di Muna, kawasan
karst Maros-Pangkep di
Sulawesi Selatan tel-
ah menarik perhatian
ilmuwan internasional
setelah ditemukan luki-
san gua berusia puluhan
ribu tahun yang mengu-
bah pandangan lama
bahwa seni cadas tertua
hanya berkembang di
Eropa. Di tingkat in-
ternasional, situs-situs
seperti Gua Lascaux di
Prancis dan Altamira
di Spanyol selama ber-
tahun-tahun  menjadi
rujukan utama sejarah
seni prasejarah, namun
berbagai penelitian
terbaru  menunjukkan
bahwa kawasan Asia
Tenggara, khususnya
Indonesia, memiliki
kontribusi yang sangat
besar dalam perkem-
bangan awal kebu-
dayaan manusia.

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara ber-
harap penetapan Liang-
kobori sebagai Cagar
Budaya Nasional dan
usulan Gua Metanduno
sebagai Warisan Dunia
UNESCO mampu men-
dorong peningkatan pe-
nelitian arkeologi, kon-
servasi, pendidikan, dan
pariwisata berbasis pe-
lestarian budaya. Den-
gan pengelolaan yang
berkelanjutan, kawasan
tersebut diharapkan
berkembang  menjadi
destinasi wisata sejarah
bertaraf internasional
sekaligus memberikan
manfaat ekonomi bagi
masyarakat lokal tanpa
mengurangi nilai auten-
tik warisan budaya yang
dimiliki Indonesia.(*)



4 BUTUR-BUTENG-BUSEL-BUTON

Kamis, 16 Juli 2026

W

BAUB AU POST

Bupati Buton Alvin Akawijaya Serukan
Pelestarian Tari Lariangi sebagai
Identitas Budaya

Pewarta: La Harman

BAUBAU, BP-
Bupati Buton Alvin
Akawijaya Putra, S.H.,
mengajak seluruh ele-
men masyarakat men-
jadikan  pelestarian
Tari Lariangi sebagai
gerakan bersama guna
menjaga identitas bu-
daya Tanah Buton.
Seruan tersebut disam-
paikan saat menghadi-
ri Pagelaran Tari Lar-
iangi Lintas Generasi
dan Diskusi Budaya
di Gedung Arasalana,
Kota Baubau, Minggu

(5/7/2026).
Menurut  Bupati,
keberlangsungan se-

buah tradisi tidak ha-
nya bergantung pada
pemerintah, tetapi
juga ditentukan oleh
komitmen masyarakat,
pelaku seni, tokoh
adat, akademisi, hing-
ga generasi muda un-
tuk terus merawat dan
mewariskannya. Kare-
na itu, kegiatan lintas
generasi dinilai menja-
di ruang penting dalam
memastikan nilai-nilai
budaya tetap hidup di
tengah perkembangan
zaman.

Dalam kesempatan
itu, Alvin memberikan
apresiasi kepada mas-
yarakat yang selama
ini tetap menjaga ek-
sistensi Tari Lariangi
melalui berbagai per-
tunjukan budaya mau-
pun proses pewari-
san kepada generasi
penerus. [a menilai up-
aya tersebut merupa-
kan bentuk nyata men-
jaga kekayaan budaya
yang telah diwariskan
oleh para leluhur.

"Pelestarian budaya
bukan hanya menjadi
tanggung jawab pe-
merintah, tetapi mem-

i TR L

butuhkan keterlibatan
seluruh elemen mas-
yarakat," ujar Alvin
Akawijaya Putra.

Ia mengatakan,
kekayaan budaya mas-
yarakat Kaledupa dan
Kabupaten =~ Wakato-
bi merupakan bagian
yang tidak dapat dip-
isahkan dari sejarah
panjang peradaban
Tanah Buton. Oleh
karena itu, menjaga
Tari Lariangi berarti
turut menjaga identi-
tas budaya masyarakat
Kepulauan Buton se-
cara keseluruhan.

"Bagi saya, budaya
Buton di Kabupat-
en Wakatobi sangat
menarik. Dari Tari
Lariangi kita dapat
melihat kekayaan
nilai, sejarah, dan
identitas yang dimiliki
masyarakat  Kaledu-
pa," kata Alvin.

Pagelaran Tari Lar-
iangi Lintas Generasi
dan Diskusi Budaya
digelar sebagai wadah
kolaborasi antara pe-
merintah, budayawan,
pelaku seni, serta mas-
yarakat dalam mem-
perkuat komitmen
terhadap  pelestarian
warisan budaya daer-
ah. Kegiatan tersebut
juga menjadi media
edukasi agar generasi
muda semakin men-
genal nilai-nilai bu-
daya yang dimiliki
daerahnya.

Selain menyaksikan
pertunjukan tari,
para peserta mengi-
kuti diskusi yang
membahas  pentin-
gnya pelindungan,
pengembangan, pe-
manfaatan, serta
pembinaan terhadap
seni tradisi agar tetap
relevan dengan ke-
hidupan masyarakat

—
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modern tanpa ke-
hilangan nilai-nilai
aslinya.

"Tari Lariangi
bukan sekadar per-
tunjukan seni, tetapi
menyimpan sejarah,
filosofi, dan jati diri
masyarakat yang ha-
rus dijaga bersama,"
ujar Bupati.

Secara  historis,
Tari Lariangi dikenal
sebagai salah satu
tarian tradisional
masyarakat Kaledu-
pa yang berkembang
sejak masa Kesul-
tanan Buton. Tarian
ini menjadi bagian
dari tradisi penyam-
butan tamu kehor-
matan serta berbagai
upacara adat yang
mencerminkan nilai
kesopanan, penghor-
matan, dan keang-
gunan  perempuan
dalam budaya mas-
yarakat kepulauan.

Dalam  konteks
nasional, upaya pe-
lestarian Tari Lari-
angi sejalan dengan
amanat Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pema-
juan  Kebudayaan,
yang  menegaskan
bahwa kebudayaan
merupakan investa-
si strategis bangsa
untuk  memperkuat
karakter =~ nasional
sekaligus  mening-
katkan kesejahteraan
masyarakat melalui
pengembangan seni

dan budaya.
Sementara itu,
secara internasion-

al, pelestarian seni
tradisi juga sejalan
dengan Konven-
si UNESCO Tahun
2003 tentang Per-
lindungan  Warisan
Budaya  Takbenda
(Convention for the

i Tari Lariangi e
t di Era Digital”

Safeguarding of the
Intangible Cultural
Heritage). Konvensi
tersebut mendorong
setiap negara untuk
menjaga tradisi lisan,
seni  pertunjukan,
adat istiadat, serta
berbagai  ekspresi
budaya agar tidak hi-
lang akibat peruba-
han zaman dan arus
globalisasi.

Bupati  berharap
semangat pelestarian
budaya tidak berhen-
ti pada kegiatan ser-
emonial semata, me-
lainkan diwujudkan
melalui pendidikan,
pembinaan komuni-
tas seni, serta penye-
lenggaraan festival
budaya secara berke-
lanjutan.  Langkah
tersebut dinilai pent-
ing agar Tari Larian-
gi terus berkembang
tanpa kehilangan
nilai historis dan filo-
sofi yang diwariskan
para pendahulu.

"Saya  berharap
generasi muda ter-
us mencintai bu-
daya daerahnya se-
hingga Tari Lariangi
tetap lestari sebagai
kebanggaan = mas-
yarakat Buton dan
Indonesia," tutup Al-
vin.

Dengan kolabora-
si antara pemerintah,
masyarakat, komuni-
tas seni, dan lemba-
ga pendidikan, Tari
Lariangi diharapkan
tetap menjadi sim-
bol identitas budaya
Tanah Buton seka-
ligus memperkaya
khazanah  budaya
nasional yang dapat
dikenal hingga ting-
kat internasional.(*)
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Tutup Bola Kasti, Wabup Buton Tengah
Adam Basan Pastikan Piala Bupati Cup
Jadi Agenda Tahunan Pembinaan Atlet

Laporan: Ardi

BUTON TEN-
GAH,BP-- Pemerin-
tah Kabupaten Buton
Tengah berkomitmen
menjadikan Turnamen
Bola Kasti Piala Bupa-
ti Cup sebagai agenda
tahunan guna mem-

perkuat  pembinaan
olahraga sekaligus
melahirkan atlet-atlet
potensial. Komitmen
tersebut  ditegaskan

Wakil Bupati Buton
Tengah, Muh. Adam
Basan, S.Sos., saat
menutup secara resmi
Turnamen Bola Kasti
Piala Bupati Cup I di
Lapangan J. Wayong,
Kelurahan  Watulea,

Kecamatan Gu, Rabu
sore (8/7/2026).
Penutupan tur-

namen berlangsung di
hadapan ratusan mas-
yarakat yang mema-
dati lapangan. Acara
tersebut juga dihadiri
para kepala Organisa-
si Perangkat Daerah
(OPD) lingkup Pe-
merintah  Kabupaten
Buton Tengah, Camat
Gu, Lurah Watulea,
Lurah Bombonawulu,
serta unsur masyarakat
yang sejak awal mem-
berikan dukungan ter-
hadap pelaksanaan
kompetisi.

Dalam sambutann-
ya, Adam Basan men-
egaskan bahwa pemer-
intah daerah melihat
olahraga bukan seka-
dar ajang kompetisi,
tetapi juga menjadi sa-
rana membangun per-
satuan masyarakat dan
meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
melalui  pembinaan
prestasi.

"Kami akan men-
gupayakan agar Tur-
namen Piala  Bu-
pati  Cup menjadi
agenda tahunan Ka-
bupaten Buton Tengah
sebagai wadah mem-
pererat silaturahmi
sekaligus melahirkan
bibit-bibit atlet ber-
prestasi,” ujar Muh.
Adam Basan.

Turnamen
berlangsung
lebih dari satu bu-
lan tersebut diikuti
13 tim yang berasal
dari dalam maupun
luar Kabupaten Bu-
ton Tengah. Selama
pelaksanaan kompeti-

yang
selama

si, pertandingan ber-
langsung aman, tertib,
serta menjunjung ting-
gi nilai-nilai sportivi-
tas.

Pada laga pun-
cak, Family Star dari
Lombe berhasil keluar
sebagai juara pertama.
Posisi  runner-up di-
tempati Mama Eksis
dari Wakuru, sedang-
kan Boncu dari Lombe
berada di peringkat
ketiga dan Gaspa dari
Lombe menempati po-
sisi keempat.

Wakil Bupati men-
yampaikan apresiasi
kepada seluruh panitia
penyelenggara, peser-
ta, aparat keamanan,
serta masyarakat yang
telah berkontribusi
menyukseskan  tur-
namen hingga berakhir
tanpa kendala berarti.

"Terima kasih kepa-
da panitia, seluruh pe-
serta, dan masyarakat
yang telah menjaga
keamanan, keterti-
ban, serta sportivitas
selama turnamen ber-
langsung," katanya.

Ia juga menilai ke-
hadiran para pimpinan
OPD pada acara pe-
nutupan  merupakan
bentuk nyata dukun-
gan Pemerintah Ka-
bupaten Buton Tengah
terhadap pengemban-
gan olahraga daerah.
Menurutnya,  siner-
gi seluruh perangkat
daerah menjadi modal
penting dalam mem-
bangun ekosistem
olahraga yang berke-
lanjutan.

Lebih lanjut, Adam
Basan memastikan
pemerintah daerah
akan  meningkatkan
kualitas penyelengga-
raan pada tahun-tahun
mendatang, terma-
suk menambah nilai
hadiah bagi para pe-
menang agar turnamen
semakin  kompetitif
dan menarik minat pe-
serta.

"Ke depan hadiah
turnamen akan terus
kami tingkatkan seh-
ingga pelaksanaannya
semakin semarak dan
mampu menarik lebih
banyak peserta," ung-
kapnya.

Di akhir sambutann-
ya, Wakil Bupati secara
resmi  menutup Tur-
namen Bola Kasti Piala
Bupati Cup I dan ber-

" Tl T
harap penyelenggaraan
berikutnya dapat meng-
hadirkan lebih banyak
tim dari berbagai daer-
ah sehingga kompetisi
semakin berkualitas.

"Semoga tahun de-
pan  pelaksanaannya
lebih meriah dengan
partisipasi yang sema-
kin luas," tuturnya.

Secara historis,
penyelenggaraan  tur-
namen olahraga ting-
kat daerah merupakan
bagian penting dalam
sistem pembinaan at-
let di Indonesia. Berb-
agai cabang olahraga
nasional berkembang
melalui kompetisi yang
rutin digelar oleh pe-
merintah daerah se-
belum atlet memasu-
ki jenjang kejuaraan
provinsi, nasional
hingga Pekan Olahraga
Nasional (PON). Pola
pembinaan berjenjang
tersebut telah lama
menjadi strategi pemer-
intah dalam mencetak
atlet berprestasi.

Dalam konteks in-
ternasional,  berbagai
negara dengan tradisi
olahraga yang kuat juga
membangun  prestasi
melalui kompetisi lo-
kal yang berkesinam-
bungan. Jepang, Korea
Selatan, hingga Aus-
tralia menjadikan tur-
namen tingkat komu-
nitas sebagai fondasi
pembinaan atlet usia
dini sebelum memasuki
kompetisi profesional.
Model tersebut menun-
jukkan bahwa kontinu-
itas kompetisi merupa-
kan salah satu faktor
penting dalam melahir-
kan atlet berprestasi di
tingkat nasional mau-
pun internasional.

Bagi Kabupaten Bu-
ton Tengah, Turnamen
Bola Kasti Piala Bupati
Cup I menjadi tonggak
awal pembinaan olah-
raga bola kasti secara
lebih terstruktur. Selain
menjadi ajang mencari
juara, kompetisi ini di-
harapkan memperkuat
persaudaraan antar-
wilayah, meningkatkan
minat generasi muda
terhadap olahraga, ser-
ta menjadi bagian dari
upaya pemerintah daer-
ah membangun budaya
hidup sehat melalui
aktivitas olahraga yang
berkelanjutan.(*)
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BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik
Ilegal Senilai Rp260,7 Miliar di Ruang
Digital
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JAKARTA, BP-
Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM)
mengungkap peredaran
kosmetik ilegal dengan
estimasi nilai keekono-
mian mencapai Rp260,7
miliar dalam intensifi-
kasi pengawasan yang
dilakukan sepanjang Mei
2026. Temuan tersebut
berasal dari pengawasan
terhadap  perdagangan
kosmetik di platform
digital maupun sarana
distribusi offline yang
dinilai masih menjadi
jalur utama masuknya
produk tanpa izin edar
dan mengandung bahan
berbahaya.

Kepala BPOM Taru-
na Ikrar dalam Konferen-
si Pers Hasil Intensifika-
si Pengawasan Kosmetik
Periode Mei 2026 di Ja-
karta, Rabu (13/7/2026),
mengatakan  transfor-
masi digital seharusnya
menjadi peluang bagi
pertumbuhan  industri
kosmetik nasional, bu-
kan dimanfaatkan un-
tuk memperdagangkan
produk ilegal. “Pelaku
usaha wajib memastikan
setiap kosmetik yang
diproduksi, diimpor,
dan didistribusikan telah
memiliki izin edar serta
memenuhi  persyaratan
keamanan, manfaat, dan
mutu, termasuk yang di-
pasarkan secara online,”
tegas Taruna.

Dalam operasi terse-
but, BPOM memeriksa
sebanyak 9.617 tautan
penjualan kosmetik di
berbagai platform digi-
tal. Hasilnya, sebanyak
9.042 tautan atau 94,02
persen dinyatakan tidak
memenuhi  ketentuan.
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Pelanggaran didominasi
kosmetik tanpa izin edar
sebesar 95,24 persen,
diikuti kosmetik yang
mengandung bahan ber-
bahaya atau bahan yang
dilarang sebesar 4,66
persen, serta kosmetik
dengan klaim yang tidak
sesuai definisi kosme-
tik sebesar 0,10 pers-
en. Merek yang paling
banyak ditemukan an-
tara lain SVMY, DNM,
LAMEILA, BERRIJOY,

dan ZNXIMER.
Selain di  ruang
digital, BPOM juga

melakukan inspeksi ter-
hadap 190 sarana distri-
busi kosmetik di berb-
agai daerah. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 128
sarana atau 67,37 persen
dinyatakan  melanggar
ketentuan. Petugas men-
emukan 2.205 item atau
sekitar 2.127.765 pieces
kosmetik dengan nilai
keekonomian diperkira-
kan mencapai Rp35,8
miliar. Sebagian besar
merupakan kosmetik
tanpa izin edar dan leb-
ih dari 90 persen berasal
dari produk impor. Ada-
pun merek yang paling
banyak ditemukan ialah
KIYOMI,  SADOER,
KEKEMOOD, CHAR-
ZIEG, dan CWINTER.
BPOM mencatat Tan-
gerang menjadi wilayah
dengan nilai temuan
tertinggi, yakni sekitar
Rp27,6 miliar, disusul
Bogor Rp4,6 miliar dan
Jakarta Rp2,3 miliar. Ke-
dekatan wilayah tersebut
dengan pelabuhan serta
tersedianya fasilitas per-
gudangan yang relatif
murah dinilai menjadi
salah satu faktor yang
dimanfaatkan ~ pelaku

PERS

{ rf\l"-‘fjﬂ"J[ﬂrJ "'.(J‘J‘I

[N~ =—§:

untuk mendistribusikan
kosmetik ilegal. “BPOM
tidak segan untuk bertin-
dak tegas menegakkan
hukum dan aturan bagi
oknum pelaku usaha
yang sengaja melakukan
pelanggaran dan tindak
kejahatan,” ujar Taruna.

Sebagai tindak lan-
jut, BPOM menjatuh-
kan sanksi administratif
berupa penarikan dan
pemusnahan produk,
penghentian sementara
kegiatan usaha, hingga
pencabutan izin edar.
Lembaga tersebut juga
memperkuat koordi-
nasi dengan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai
untuk membatasi ak-
ses impor bagi importir
yang melanggar, serta
menggandeng Kemen-
terian Komunikasi dan
Digital bersama Indone-
sian E-Commerce As-
sociation (IdEA) guna
mempercepat ~ penan-
ganan pelanggaran di
ruang digital. “Dengan
sinergi antara pemerin-
tah, pelaku usaha, dan
masyarakat, diharapkan
peredaran kosmetik yang
tidak memenuhi ketentu-
an dapat ditekan,” kata
Taruna.

Secara historis, pen-
gawasan kosmetik ile-
gal telah menjadi salah
satu fokus BPOM dalam
beberapa tahun terakh-
ir. Tren perdagangan
melalui marketplace
dan media sosial yang
meningkat sejak masa
pandemi COVID-19
mendorong  perubahan
pola distribusi produk
kosmetik sehingga pen-
gawasan digital menjadi
semakin penting. Pada
periode 2024 dan 2025,

BPOM juga melakukan
operasi serupa, namun
jumlah serta nilai temuan
pada 2026 tercatat leb-
ih tinggi, menunjukkan
semakin berkembangn-
ya modus pelanggaran
sekaligus meningkatnya
efektivitas sistem penga-
wasan yang diterapkan.

Fenomena pere-
daran kosmetik ilegal
juga menjadi perhatian
internasional.  Organi-
sasi Kesehatan Dunia
(WHO) dan berbagai
otoritas pengawas di se-
jumlah negara berulang
kali mengingatkan ba-
haya penggunaan kos-
metik yang mengandung
merkuri,  hidrokuinon,
steroid, maupun asam
retinoat tanpa penga-
wasan. Bahan-bahan
tersebut dapat menim-
bulkan gangguan kulit,
kerusakan organ, hingga
dampak kesehatan jang-
ka panjang apabila digu-
nakan secara tidak sesuai
ketentuan.

BPOM  mengimbau
masyarakat agar selalu
menerapkan prinsip Cek
KLIK, yakni memerik-
sa Kemasan, Label, Izin
Edar, dan Kedaluwarsa
sebelum membeli kos-
metik, terutama melalui
platform digital. Mas-
yarakat juga diminta
tidak mudah tergiur
harga murah maupun
klaim berlebihan serta
segera melaporkan du-
gaan peredaran kosmetik
ilegal kepada HALOB-
POM 1500533, Balai
Besar/Balai/Loka POM
di daerah, atau aparat
penegak hukum agar

perlindungan terhadap
konsumen dapat terus
diperkuat.(*)
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Menkes dari Jongaya Makassar Tegaskan
Kusta Bukan Kutukan, Pemerintah
Targetkan Eliminasi 2030

MAKASSAR, BP- Menteri Kese-
hatan Republik Indonesia Budi Gunadi
Sadikin menegaskan bahwa penyakit
kusta bukanlah kutukan, melainkan pen-
yakit infeksi akibat bakteri yang dapat
disembuhkan melalui pengobatan yang
tepat. Pernyataan itu disampaikan saat
mengunjungi Kompleks Kusta Jongaya,
RW 04, Kelurahan Balang Baru, Keca-
matan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu
(11/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian
dari upaya pemerintah mempercepat
eliminasi kusta sekaligus menghapus
stigma sosial yang selama ini masih
membayangi kehidupan para penyintas.
Dalam agenda itu, Menkes hadir bersa-
ma Chairman The Nippon Foundation
Yohei Sasakawa yang selama ini aktif
mendukung berbagai program pengen-
dalian kusta di dunia.

Di hadapan para penyintas dan mas-
yarakat Kampung Kusta Jongaya, Budi
Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa
tantangan utama pemberantasan kusta
saat ini tidak hanya berkaitan dengan
aspek kesehatan, tetapi juga persoalan
sosial akibat diskriminasi.

Menurut Menkes, masih adanya ang-
gapan bahwa kusta merupakan penyakit
yang memalukan menyebabkan seba-
gian masyarakat terlambat mendapatkan
pemeriksaan dan pengobatan. Kondisi
tersebut berpotensi meningkatkan risiko
kecacatan pada penderita.

“Kusta bukan kutukan. Ini penyakit
yang disebabkan oleh bakteri dan ada
obatnya. Kalau ditemukan sejak dini,
bisa sembuh,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Dalam kunjungan itu, Menkes ber-
dialog langsung dengan sejumlah peny-
intas, termasuk Muhammad Ali yang
saat ini masih menjalani pengobatan.
Kisah Muhammad Ali menjadi contoh
bahwa keterlambatan penanganan dapat
menyebabkan dampak lebih serius,
meskipun penyakit tersebut sebenarnya
dapat dikendalikan.

Menkes menjelaskan, penderita kusta
yang telah menjalani pengobatan tidak
lagi menjadi sumber penularan seper-
ti yang selama ini dikhawatirkan mas-
yarakat. Karena itu, ia meminta keluarga
maupun lingkungan sekitar tidak men-
jauhi penderita, melainkan memberikan
dukungan agar mereka segera mendapa-
tkan layanan kesehatan.

“Setelah mulai minum obat, penderi-
ta sudah tidak menularkan penyakitnya.
Jadi masyarakat tidak perlu takut, tetapi
segera membawa anggota keluarga yang
memiliki gejala untuk diperiksa,” katan-
ya.
Chairman The Nippon Foundation
Yohei Sasakawa menambahkan, ke-
berhasilan eliminasi kusta tidak hanya
diukur dari berkurangnya jumlah ka-
sus, tetapi juga dari hilangnya stigma
terhadap penyintas. Menurutnya, setiap
penyintas memiliki hak yang sama un-
tuk memperoleh kehidupan layak tanpa
perlakuan diskriminatif,

Sejarah panjang pemberantasan kus-
ta menunjukkan bahwa stigma sosial
telah menjadi persoalan global selama
berabad-abad. Pada masa lalu, penderita

kusta di berbagai negara sering dias-
ingkan dalam koloni khusus karena
keterbatasan pemahaman medis. Na-
mun, perkembangan ilmu kesehatan
membuktikan bahwa kusta dapat dis-
embuhkan dengan terapi kombinasi
obat atau multidrug therapy (MDT)
yang mulai digunakan secara luas se-
jak dekade 1980-an.

Di Indonesia, pemerintah mulai
memperkuat program eliminasi kus-
ta secara nasional sejak tahun 1990-
an melalui strategi penemuan kasus
aktif, pengobatan gratis, dan eduka-
si masyarakat. Indonesia kemudian
menjadi salah satu negara dengan
kontribusi besar dalam penanganan
kusta global karena masih menemu-
kan ribuan kasus baru setiap tahun.

Wakil Wali Kota Makassar Ali-
yah Mustika Ilham mengapresiasi
perhatian pemerintah pusat terha-
dap warga Kampung Kusta Jonga-
ya. Menurutnya, kehadiran Menteri
Kesehatan memberikan motivasi
baru bagi para penyintas untuk kem-
bali percaya diri dan berperan aktif
di tengah masyarakat.

“Kehadiran Bapak Menteri men-
jadi semangat baru bagi warga kami.
Mereka membutuhkan dukungan
agar kembali percaya diri dan dapat
diterima oleh keluarga maupun mas-
yarakat,” ujar Aliyah.

Dalam  kesempatan tersebut,
Menteri Kesehatan juga menyerah-
kan bantuan kebutuhan bagi warga
Kampung Kusta Jongaya sebagai
bentuk perhatian pemerintah ter-
hadap peningkatan kualitas hidup
penyintas. Bantuan tersebut dihara-
pkan mampu memperkuat dukungan
sosial dan kesejahteraan warga yang
terdampak penyakit kusta.

Kunjungan Menkes bersama The
Nippon Foundation menjadi rang-
kaian kegiatan Konferensi Nasional
Percepatan Eliminasi Kusta Tahun
2026. Forum tersebut mempertemu-
kan pemerintah, organisasi peny-
intas, tenaga kesehatan, akademi-
si, serta mitra pembangunan untuk
memperkuat strategi menuju Indone-
sia bebas kusta.

Pemerintah menargetkan elimi-
nasi kusta dapat semakin mendekati
capaian pada 2030 melalui pening-
katan deteksi dini, perluasan layanan
kesehatan, serta kampanye peng-
hapusan stigma. Upaya tersebut
menempatkan penyintas bukan
sebagai kelompok yang harus di-
jauhi, tetapi sebagai bagian dari
masyarakat yang memiliki hak
dan kesempatan yang sama.

Dengan pendekatan medis dan
kemanusiaan, Kampung Kus-
ta Jongaya di Makassar menjadi
simbol perubahan cara pandang
terhadap penyakit kusta. Dari
tempat yang dahulu identik den-
gan pengasingan, kawasan terse-
but kini menjadi ruang edukasi
tentang pentingnya kepedulian,
pengobatan, dan penghormatan
terhadap martabat manusia.(A4rdi)
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KPK Geledah Rumah Anggota BPK
Bobby Rizaldi, Dalami Dugaan Suap
Audit Muara Enim

£3

T L_ ————— T

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah kediaman Anggota V Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi yang berlokasi di Jakarta, Selasa (14/7).

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-
Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK)
mengembangkan
penyidikan ~ dugaan
suap yang Dberkai-
tan dengan hasil au-
dit Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK)
terhadap sejumlah
proyek pengadaan di
Pemerintah Kabupaten
Muara Enim, Suma-
tera Selatan. Dalam
pengembangan perk-
ara tersebut, penyidik
menggeledah  rumah
Anggota V BPK RI,
Bobby Adhityo Rizal-
di, di Jakarta, Selasa
(14/7).

Penggeledahan
dilakukan setelah se-
belumnya KPK men-

gamankan  sejumlah
dokumen penting
dari Kantor BPK Per-
wakilan Sumatera

Selatan. Langkah itu
dinilai sebagai bagian
dari upaya penyidik
memperkuat kon-
struksi perkara dengan
menelusuri dugaan
keterlibatan pihak-pi-
hak lain yang memi-
liki hubungan dengan
proses  pemeriksaan
keuangan daerah.

Juru Bicara KPK,
Budi Prasetyo, mem-
benarkan adanya ke-
giatan penggeledahan
tersebut.  Menurutn-
ya, tindakan penyidik
merupakan bagian
dari proses pencarian
alat bukti tambahan
yang diperlukan dalam
penyidikan.

“Benar, hari ini
penyidik  melakukan
penggeledahan di ru-
mah saudara BB yang
berlokasi di wilayah
Jakarta,” ujar Budi
Prasetyo dalam ket-
erangan tertulis, Sela-
sa (14/7).

Dalam  penggele-
dahan itu, penyidik
menyita sejumlah Ba-

rang Bukti Elektronik
(BBE) yang diduga
memiliki  keterkaitan
dengan perkara du-
gaan suap. Barang
bukti tersebut selan-
jutnya akan dianalisis
untuk menggali infor-
masi yang dibutuhkan
dalam proses peny-
idikan.

“Dalam penggele-
dahan ini penyidik
mengamankan bebera-
pa Barang Bukti Elek-

tronik (BBE),” kata
Budi.

Ia menjelaskan
seluruh perangkat

elektronik yang dia-
mankan akan melalui
proses ekstraksi data
guna memperoleh in-
formasi digital yang
dapat memperkuat
pembuktian perkara.

“BBE ini selanjutn-
ya akan diekstrak un-
tuk kebutuhan penda-
laman informasi yang
dibutuhkan penyidik,”
tambahnya.

Sebelum menggele-
dah rumah Bobby Adh-
ityo Rizaldi, penyidik
KPK telah lebih da-
hulu melakukan peng-
geledahan di Kantor
BPK Perwakilan Su-
matera Selatan. Dari
lokasi tersebut, peny-
1dik menyita sejumlah
dokumen yang dinilai
penting dalam men-
gungkap dugaan prak-
tik suap pada proses
audit.

Dokumen yang
diamankan antara lain
berupa kertas kerja pe-
meriksaan, dokumen
perubahan opini au-
dit dari Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)
menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
terhadap Pemerintah
Kabupaten = Muara
Enim, dokumen
mengenai upaya pe-
rubahan kembali
hasil  pemeriksaan
setelah operasi tang-
kap tangan KPK,

hingga petunjuk
yang mengarah pada
dugaan  intervensi

dari BPK Pusat terh-
adap hasil audit.
Dalam perkara ini,
KPK telah menetap-
kan lima orang se-
bagai tersangka. Tiga
di antaranya didu-
ga sebagai pemberi
suap, yakni Bupati
Muara Enim periode
2025a€“2030  Edi-
son serta dua pihak
dari PT Millenium
Solusi Abadi (MSA),
Cory Erin Hardi dan
Fika. Sementara dua
tersangka lainnya di-
duga sebagai peneri-
ma suap, yakni ASN
BPK sekaligus pen-
gendali teknis Titin
Rita Lestari dan pi-
hak swasta Augusz

Dewanggara  alias
Angga.

Hingga berita
ini disusun, Bob-

by Adhityo Rizaldi
belum memberikan
pernyataan  terkait
penggeledahan  di
kediamannya. KPK
juga belum men-
gungkap hasil anali-
sis awal terhadap ba-
rang bukti elektronik
yang telah disita
karena masih menja-
di bagian dari proses
penyidikan.

Kasus ini menja-
di perhatian karena
menyangkut dugaan
penyalahgunaan ke-
wenangan dalam
proses audit lembaga
negara yang seha-
rusnya menjadi gar-
da terdepan penga-
wasan pengelolaan
keuangan  negara.
Apabila terbukti,
praktik tersebut ber-
potensi merusak
kredibilitas ~ sistem
pemeriksaan keuan-
gan pemerintah serta
mengurangi  keper-
cayaan publik terha-
dap hasil audit.

Secara  historis,

KPK telah beberapa
kali mengusut perka-
ra korupsi yang mel-
ibatkan auditor neg-
ara. Salah satu kasus
yang paling menyita
perhatian publik ter-
jadi pada 2017 keti-
ka auditor BPK me-
nerima suap terkait
pemberian opini Wa-
jar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) terhadap
laporan  keuangan
Kementerian Desa,
Pembangunan Daer-
ah Tertinggal, dan
Transmigrasi. Perk-
ara tersebut menjadi
salah satu momen-
tum penguatan pen-
gawasan  terhadap
independensi auditor
negara.

Dalam  konteks
internasional, lem-
baga audit negara di
berbagai negara juga
pernah  menghada-
pl tantangan serupa.
Organisasi Interna-
sional Lembaga Pe-
meriksa Keuangan
Tertinggi  (INTO-
SAI) secara kon-
sisten menegaskan
bahwa independensi
auditor,  integritas,
akuntabilitas, serta
bebas dari intervensi
merupakan  prinsip
utama agar hasil pe-
meriksaan keuangan
publik dapat diper-
caya dan menja-
di dasar tata kelola
pemerintahan yang
bersih.

KPK menegaskan
penyidikan perkara
dugaan suap audit di
Muara Enim masih
terus  berlangsung.
Penyidik  membu-
ka peluang melaku-
kan pengembangan
terhadap pihak lain
apabila  ditemukan
alat bukti yang cuk-
up sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

*)
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KPK Perkuat Supervisi Kasus Febrie,

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-
Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK)
memastikan akan
menjalankan  fungsi
koordinasi dan super-
visi dalam penanganan
perkara dugaan suap
dan tindak pidana pen-
cucian uang (TPPU)
yang menyeret man-
tan Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus),  Febrie
Adriansyah. Lang-
kah tersebut diperkuat
melalui koordinasi
yang telah dilakukan
Ketua KPK Setyo
Budiyanto dengan
Jaksa Agung ST Bur-
hanuddin.

Ketua KPK Setyo
Budiyanto menga-
takan komunikasi an-
tara kedua pimpinan
lembaga penegak
hukum itu bukan hal
baru. Menurutnya,
pembahasan mengenai
mekanisme  supervisi
telah dilakukan sejak
beberapa waktu lalu
sebagai bentuk sinergi
dalam mengawal pros-
es penegakan hukum.

“Sedikit banyak su-
dah ada pembahasan
dari beberapa waktu
yang lalu,” ujar Setyo
kepada wartawan usai
menghadiri  peluncu-
ran sebuah buku di
Kompleks Parlemen,
Jakarta, Selasa (14/7).

Ia menjelaskan,
koordinasi  tersebut
dilakukan untuk me-
mastikan proses pen-
anganan perkara ber-
jalan sesuai ketentuan
hukum, menjunjung
tinggi  independensi,
serta menjaga keper-
cayaan  masyarakat
terhadap institusi pen-
egak hukum.

Meski  demikian,
Setyo belum men-
guraikan secara rinci
bentuk supervisi yang
akan dilakukan KPK.
Ia menegaskan bahwa
seluruh langkah lem-
baganya tetap menga-
cu pada kewenangan
yang telah diatur da-
lam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019
tentang Komisi Pem-
berantasan Korupsi.

“Kewenangan yang
kita lakukan adalah

kewenangan supervisi,
yaitu melakukan koor-
dinasi dan supervisi,”
kata Setyo.

Sebelumnya, Ke-
jaksaan Agung juga
telah menyatakan
komitmennya un-
tuk melibatkan KPK
dalam  pengawasan
penanganan  perkara
tersebut. Langkah ini
dinilai penting agar
proses penyidikan
tetap berlangsung ob-
jektif, profesional,
dan bebas dari konflik
kepentingan.

Kepala Pusat Pen-
erangan Hukum
Kejaksaan  Agung,
Anang  Supriatna,
menegaskan bahwa
supervisi KPK mer-
upakan bagian dari
upaya memperkuat
kredibilitas  penan-
ganan perkara yang
menjadi  perhatian
publik.

“Untuk  menja-
min  independensi
dan profesionalisme,
kami akan melibat-
kan supervisi dari
KPK,” ujar Anang
kepada wartawan.

Sementara itu,
KPK juga telah
memastikan bah-
wa seluruh tahapan
penanganan per-

kara yang berkai-
tan dengan mantan
Jampidsus tersebut
akan dilakukan se-
cara transparan, pro-
fesional, serta ses-
uai dengan prinsip
due process of law.
Transparansi menja-
di salah satu aspek
penting untuk men-
jaga  akuntabilitas
proses hukum.
Dalam sistem hu-
kum Indonesia, fung-
si koordinasi dan
supervisi KPK terh-
adap aparat penegak
hukum lain telah
menjadi bagian dari
mekanisme pember-
antasan korupsi se-
jak lembaga tersebut
dibentuk  berdasar-
kan Undang-Un-
dang Nomor 30 Ta-
hun 2002. Setelah
revisi melalui Un-
dang-Undang  No-
mor 19 Tahun 2019,
kewenangan tersebut
tetap dipertahankan

sebagai  instrumen
pengawasan  agar
penanganan  perka-
ra korupsi berjalan
efektif dan tidak
tumpang tindih.
Secara  historis,
koordinasi antar-
lembaga  penegak
hukum juga menja-
di praktik yang dit-
erapkan di berbagai
negara. Lembaga
antikorupsi  seper-
ti Corrupt Practices
Investigation Bureau
(CPIB) di Singapura
maupun Independent
Commission Against
Corruption (ICAC)
di Hong Kong me-
nerapkan pola koor-
dinasi dengan kejak-
saan dan kepolisian
guna  memastikan
penyidikan  terha-
dap perkara yang
melibatkan  pejabat
negara berlangsung

independen dan
dapat dipertanggu-
ngjawabkan.

Pengamat hukum
menilai, sinergi an-
tara KPK dan Kejak-
saan Agung dalam
perkara yang menja-
di perhatian publik
merupakan langkah
penting untuk mem-
perkuat kepercayaan
masyarakat  terha-
dap sistem penega-
kan hukum. Dengan
adanya  supervisi,
setiap tahapan peny-
idikan  diharapkan
berlangsung sesuai
prosedur, transparan,
serta terbuka terha-
dap mekanisme pen-
gawasan yang diatur
dalam peraturan pe-
rundang-undangan.

Kasus dugaan
suap dan TPPU
yang menyeret
mantan  Jampidsus
Febrie  Adriansyah
kini menjadi salah
satu perkara yang
mendapat  sorotan
luas. Oleh karena itu,
komitmen KPK dan
Kejaksaan  Agung
untuk  memperkuat
koordinasi diharap-
kan mampu menja-
min proses hukum
berjalan profesional,
objektif, dan mem-
berikan  kepastian
hukum bagi seluruh
pihak.(*)
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Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah
Pastikan Evaluasi P3K untuk Penataan
SDM, Bukan Pemberhentian

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Baubau
memastikan evaluasi
terhadap Pegawai Pe-
merintah dengan Per-
janjian Kerja (P3K),
baik penuh  waktu
maupun paruh wak-
tu, dilakukan untuk
memperkuat penataan
sumber daya manu-
sia (SDM) aparatur,
bukan sebagai lang-
kah  pemberhentian
pegawai. Penegasan
tersebut disampaikan
Wakil Wali Kota Bau-
bau, Ir. Wa Ode Ham-
sinah Bolu, M.Sc.,
saat memimpin apel
pagi bersama Aparatur
Sipil Negara (ASN) di
pelataran Kantor Wali
Kota Baubau, Senin
(13/7/2026).

Dalam arahann-
ya, Wakil Wali Kota
menjelaskan ~ bahwa
evaluasi dilakukan un-
tuk memperbarui ba-
sis data kepegawaian

sekaligus menye-
suaikan  penempatan
pegawai berdasar-

kan kompetensi mas-
ing-masing. Langkah
tersebut dinilai pent-
ing menyusul adan-
ya laporan mengenai
sejumlah P3K yang
mengundurkan  diri
sehingga  diperlukan
pemutakhiran data se-
cara menyeluruh di se-
tiap organisasi perang-
kat daerah (OPD).

"Evaluasi ini bukan
untuk  merumahkan
atau memberhentikan
P3K. Tujuannya ada-
lah merapikan kembali
database dan menem-
patkan Bapak dan Ibu
pada posisi yang lebih
tepat sesuai kompeten-
s1," kata Wa Ode Ham-
sinah Bolu.

Ia meminta seluruh
pimpinan OPD
melakukan  evaluasi
terhadap personel di
unit kerja masing-mas-
ing agar proses pena-
taan ASN berlangsung
objektif, transparan,

dan mendukung pen-
ingkatan kualitas pe-
layanan publik kepada
masyarakat.

Selain membahas
penataan P3K, Wakil
Wali Kota juga men-
yoroti percepatan
transformasi  digital
di lingkungan Pemer-
intah Kota Baubau.
Berdasarkan hasil
evaluasi pekan sebel-
umnya, masih terdapat
sejumlah OPD yang
belum menuntaskan
penerapan Tanda Tan-
gan Elektronik (TTE)
melalui aplikasi Sri-
kandi yang merupakan
bagian dari program
digitalisasi administra-
si pemerintahan secara
nasional.

"Setelah apel ini
kita akan menggelar
rapat pimpinan ber-
sama seluruh kepala
OPD. Saya berharap
penerapan TTE di
level eselon II sudah
tuntas seratus persen
sebelum diteruskan ke
seluruh jenjang organ-
isasi," ujarnya.

Menurutnya,
seluruh ASN dituntut
mampu  beradaptasi
dengan perkembangan
teknologi. Penguasaan
sistem digital tidak
lagi menjadi pilihan,
melainkan kebutuhan
agar tata kelola pemer-
intahan berjalan lebih
cepat, efisien, akunta-
bel, dan sesuai tuntut-
an reformasi birokrasi.

Pada kesempatan
yang sama, Wa Ode
Hamsinah Bolu juga
mengingatkan seluruh
jajaran pemerintah
daerah untuk mening-
katkan kewaspadaan
menghadapi  musim
kemarau. Imbauan
tersebut disampaikan
setelah Badan Pen-
anggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD)
mengeluarkan perin-
gatan dini terkait pe-
rubahan cuaca yang
berpotensi mening-
katkan risiko ke-
bakaran di wilayah

Kota Baubau.

Ia mengapresiasi
kinerja petugas pe-
madam  kebakaran

yang dinilai sigap
menangani sejumlah
kejadian kebakaran
dalam beberapa wak-
tu terakhir. Meski de-
mikian, masyarakat
dan seluruh ASN di-
minta tetap mening-
katkan  kepedulian
terhadap  lingkun-
gan guna mencegah
munculnya titik-titik
kebakaran baru.
"Kalau saat mu-
sim hujan kita fokus
membersihkan  sal-
uran air agar tidak
banjir, maka di mu-
sim panas perhatian
kita harus tertuju
pada pencegahan ke-
bakaran," tegasnya.
Menjelang  per-
ingatan Hari Ke-
merdekaan Republik
Indonesia pada 17
Agustus mendatang,
Wakil Wali Kota
mengajak  seluruh
perangkat daer-
ah  menggalakkan
budaya bersih di
lingkungan kerja. Ia
mengapresiasi camat
dan lurah yang telah
lebih dahulu melaku-
kan penataan ka-
wasan perkantoran
tanpa harus menung-
gu instruksi dari pe-
merintah kota.

"Mari kita mu-
lai dari kantor kita
sendiri. Rapikan,

bersihkan, dan tan-
ami dengan bunga
agar lingkungan ker-
ja menjadi lebih in-
dah. Sebagai pelayan
masyarakat, kita ha-
rus memberi teladan
melalui  pelayanan
yang berkualitas dan
lingkungan yang
nyaman," tuturnya.
Secara  historis,
digitalisasi  admin-
istrasi pemerintahan
di Indonesia sema-
kin dipercepat sejak
diterbitkannya Pera-
turan Presiden No-
mor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pe-
merintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).
Kebijakan tersebut
mendorong seluruh
instansi pemerintah
memanfaatkan  te-
knologi  informasi
untuk meningkatkan
efektivitas pelayanan
publik, transparan-
si, serta efisiensi bi-
rokrasi.

D1 tingkat interna-
sional, transformasi
pemerintahan digital
juga menjadi agen-
da penting berbagai
negara.  Perserika-
tan Bangsa-Bangsa
(PBB) melalui Unit-
ed Nations E-Gov-
ernment Survey se-
cara berkala menilai
kemajuan digitalisa-
si pemerintahan se-
bagai salah satu in-
dikator kualitas tata
kelola publik. Pen-
erapan layanan dig-
ital, termasuk peng-
gunaan tanda tangan
elektronik dan sistem
administrasi  berba-
sis teknologi, dinilai
mampu memperce-
pat pelayanan seka-
ligus meningkatkan
akuntabilitas pemer-
intahan.

Sementara itu, pe-
nataan ASN melalui
evaluasi kompeten-
si juga sejalan den-
gan arah reformasi
birokrasi  nasional
yang menempatkan
profesionalisme,
merit system, dan
peningkatan  kuali-
tas pelayanan publik
sebagai prioritas uta-
ma. Melalui langkah
tersebut, Pemerintah
Kota Baubau ber-
harap mampu mem-
bangun birokrasi
yang adaptif terha-
dap perkembangan
zaman sekaligus re-
sponsif dalam me-
menuhi  kebutuhan
masyarakat.(*)

( www.baubaupost.com

Mewakili Wali Kota Baubau, Dr Moh
Tasdik Tutup Kejuaraan Angkat Berat
Sultra 2026, Atlet Diminta Jadikan
Podium sebagal Awal Presta51
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BAUBAU, BP-
Kejuaraan Angkat
Berat Tingkat Provin-
si Sulawesi Tenggara
(Sultra) Tahun 2026
resmi ditutup di Ge-
dung SKOPMA Wajo,
Kota Baubau, Jumat
(10/7/2026).  Penut-
upan dilakukan oleh
Stat Ahli Wali Kota
Baubau Bidang Pe-
merintahan,  Politik,
dan Hukum, Dr. Mo-
hamad Tasdik, M.Si.,
mewakili Wali Kota
Baubau. Pemerintah
Kota Baubau men-
egaskan kejuaraan
tersebut menjadi mo-
mentum memperkuat
pembinaan atlet seka-
ligus menyiapkan lift-
er daerah menghadapi
kompetisi yang lebih
tinggi.

Kejuaraan yang dii-
kuti kontingen dari 11
kabupaten dan kota di
Sulawesi Tenggara itu
tidak hanya menjadi
arena perebutan med-
ali, tetapi juga bagian
dari proses seleksi dan
pembinaan atlet menu-
ju kejuaraan tingkat
nasional. Ajang terse-
but diharapkan mam-
pu memperkuat regen-
erasi atlet angkat berat
di Sulawesi Tenggara
secara berkelanjutan.

Dalam  sambutan
Wali Kota Baubau
yang dibacakan Dr.
Mohamad Tasdik, pe-
merintah menegaskan
bahwa  keberhasilan
seorang atlet tidak ha-
nya ditentukan oleh
hasil akhir pertandin-
gan, melainkan juga
oleh proses latihan,
disiplin, serta kemam-
puan menjaga seman-
gat juang selama men-
jalani pembinaan.

"Di balik setiap an-
gkatan yang berhasil,
ada jiwa yang pantang
menyerah, ada disiplin
yang dibangun selama
bertahun-tahun, dan
ada harapan daerah
yang dibawa di atas
pundak para atlet,"
ujar Mohamad Tas-
dik saat membacakan
sambutan Wali Kota
Baubau.

Wali Kota juga
mengingatkan  para
atlet yang Dberhasil
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meraih podium agar
tidak cepat berpuas
diri. Menurutnya, ke-
berhasilan dalam ke-
juaraan tingkat provin-
si harus menjadi batu
loncatan untuk meraih
prestasi yang lebih
tinggi pada tingkat na-
sional maupun inter-
nasional.

"Jadikan  podium
sebagai pijakan un-
tuk mencapai prestasi
yang lebih tinggi, bu-
kan sebagai akhir dari
perjalanan," demikian
pesan Wali Kota yang
dibacakan Tasdik.

Sementara itu, at-
let yang belum ber-
hasil meraih medali
diminta tidak berke-
cil hati. Pemerintah
berharap pengalaman
bertanding  menjadi
bekal berharga untuk
terus  meningkatkan
kemampuan melalui
latihan yang konsis-
ten, evaluasi teknik,
serta pembinaan yang
berkelanjutan.

Pemerintah  Kota
Baubau juga member-
ikan apresiasi kepada
seluruh pelatih dan ofi-
sial yang dinilai telah
menunjukkan dedikasi
tinggi dalam membina
atlet hingga mampu
tampil pada kejuaraan
tingkat provinsi. Uca-
pan terima kasih turut
disampaikan kepada
panitia pelaksana yang
berhasil menyelengga-
rakan kejuaraan secara
tertib, aman, dan pro-
fesional.

Menjelang  penu-
tupan kegiatan, Wali
Kota melalui Dr. Mo-
hamad Tasdik men-
yampaikan penghar-
gaan kepada seluruh
kontingen dari luar

Kota Baubau yang
telah  berpartisipasi.
"Semoga perjalanan

pulang diberikan ke-
selamatan, keseha-
tan, dan kelancaran.
Bawalah pulang ke-
nangan yang baik serta
persaudaraan yang tel-
ah terjalin selama ke-
juaraan berlangsung,"

katanya.

Secara historis,
pembinaan  olahraga
angkat berat di Indone-

sia terus berkembang
sejak cabang olahraga
ini mulai dipertand-
ingkan secara rutin
dalam Pekan Olahraga

Nasional (PON). Ke-
Juaraan tingkat provin-
si menjadi salah satu
mata rantai penting
dalam sistem pembi-
naan nasional untuk
menjaring atlet poten-
sial sebelum berlaga
pada kejuaraan nasi-
onal maupun mewakili
Indonesia di berbagai
ajang internasional.

Indonesia  sendiri
telah mencatat sejum-
lah prestasi membang-
gakan pada cabang
olahraga  kekuatan,
baik angkat Dberat
maupun angkat besi.
Keberhasilan atlet In-
donesia  menembus
podium berbagai ke-
juaraan Asia dan dun-
ia menunjukkan bah-
wa pembinaan yang
dilakukan secara ber-
jenjang dari daerah
memiliki  kontribusi
besar terhadap pening-
katan prestasi nasion-
al.

Di tingkat interna-
sional, olahraga ang-
kat berat berkembang
pesat melalui berb-
agai kejuaraan dunia
yang diselenggarakan
secara berkala oleh
federasi internasional.
Negara-negara  sep-
erti Amerika Serikat,
Inggris, Jepang, dan
sejumlah negara Ero-
pa menerapkan sistem
kompetisi berjenjang
dari tingkat lokal hing-
ga nasional sebagai
fondasi lahirnya at-
let elite dunia. Model
pembinaan  tersebut
menjadi salah satu
rujukan bagi banyak
negara, termasuk In-
donesia, dalam mem-
bangun ekosistem
olahraga prestasi.

Kejuaraan Angkat
Berat Tingkat Provinsi
Sulawesi Tenggara Ta-
hun 2026 di Kota Bau-
bau diharapkan menja-
di titik awal lahirnya
lifter-lifter ~ potensial
yang mampu mengha-
rumkan nama Sulawe-
si Tenggara di tingkat
nasional bahkan inter-
nasional. Selain mem-
perkuat kualitas atlet,
kejuaraan ini  juga
mempererat persauda-
raan  antarkontingen
serta  memperkokoh
komitmen bersama da-
lam memajukan olah-
raga prestasi di Bumi
Anoa.(*)



